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PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BLUPATI BEKASI,

- bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan kineda pemungutan pajak

dacrah berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Tnsentif
Pemunputan Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah, perlu diberikay insentif
kepada instansi pelaksana pemungutan pajak daeral; dengan harapan agar
pelaksana pemungutan pajak deerah dapat bekerja dlengan jujur, bersth dan
bertanggung jawah.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam haraf o,

perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan
Pajak Daerah.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Diaws Barat (Berita Negara

. Tahun [950) sebagaimana telsh divbah dengan Undang-Undang Nemor 4

Tahun 19638 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kahupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nemor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daersh Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 ;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28510

Undang-Undang Nomor 17 Tshun 2003 tentang Keuangan Nepara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 47, Tambahan
Lemberan Negara Republik Indonssia Nomor 4286);
Undong-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan MNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahuin
Lembaran Nepam Republik Indonesia Nomor 4355);




-4

Undang-Undang Nemor 10 Tahun 2004 wentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang MNomer 32 Tahun 2004 temang Pemerintahan Dacrah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4437} sebagmmana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengpanti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dasrah menjadi Undang-Undang (Leribaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomaor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indenesia Nomor 4348},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Mepara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomar |30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30497,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tantang Pengelolsan Keuangus
Daerak {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momer 4378);

Peraturan Pemerintah Nomor §% Tahun 2010 tentang Tata Cora Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Peraturan Daersh MNomor 07 Tabun 1998 wntang Pajak Reklame (Lembaran

Daeral Kabnpaten E=kasi Tahun 1998 Nomor 03 Seri Al

. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah

Kabupaten Bekasi Tahun 1998 Nomor 04 Seri A);

- Peraturan  Dacrah Nomor 02 Tahun [998 tentang Pajak Pengambilan dan

Pengolahan Bahan Galian Golengan C. (Lembaran Dacrah Kabupaten Bekasi
Tahum 1998 Nomor 0] Sen A);

- Peraturan Dacrah Nomor 37 Tahun 2001 t=atang Pajak Hotel (Lembaran Dzeral

Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 1 Seri Al

. Peraturan Daerah Nomoe 38 Tahun 200] tesrtang Restoran (Lembaran Daerah

Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 2 Seri Ak

- Peraturan Dacrah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Penggunann Energi Listiik

{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 1 Seri Al

. Peraturan Daerah Momer 27 Tahun 200} tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah

Kabupaten Bekasi Tahus 2001 Nomor 1 Seri Al

- Peraturan Daerzh Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pijak Sarang Burung Waier

{(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 200) Nomor 1 Seri Al

- Peraturan Daerzh Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2008 Nomor &)




|9, Peraturan Daerab Kabupaten Bekasi Momor 7 Tshun 2009 tentang Organisasi
Perangkat Dasrah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Rabupaten Bekasi Talun

2009 Nomor T,

20, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomoe 8 Tahun 2009 tentang  Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 {Lembaran Dacrah Kabupaten
Bekasi Tahun 2009 Nomor &),

1. Peraturan Daerah Kubupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 lentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah {APBD} Tahun 2010 (Lembaran Pracrah
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomoz 5%

MEMUTUSHAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH
BABI
KETEMTUAN UMUM
Pasal 1

Dralam Peraturan ini vang dimaksud dengan :

ek

o

Dacrah adaleh Kabupaten Bekasi;

Kepala Dacrah adalah Bupati Bekasi;

Sekretans Dacrah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Bekasi;

Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kevangan dan Aset Kabupaten Bekasi;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuvangan dan Aset Kabupaten
Bekasi;

Pajak Daerah, vang sslanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secars langsung dan digunakan untuk keperluan Daetah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakvat;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan
subyek pajak, penetapan besamya pajak terutang sampai kegiatan penzgihan pajak kepada
wiljib pajak serta pengawasan penyetorannya;

[nsentif Pemungutan adalah Insemtif yvang dibenkan kepada aparat pelaksana pemungutan
pejak dacrah sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja pemungulan pajak daerah;
Penanpgungjawab  Penpelolaan  Kevangan Doerah, vang  selanjutnya  disebut
Penangpungiawab adalah  pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kewangan
daerah, vaitu Bupati dan Wakil Bupati:




1. Koordinater Pengelolaan Kevangan Daerah, adalsh  pejabat yeng bertindak selaku
koordinator pengelolaan keuangan daerah, yaitu Sekreturis Daerah;

11. Instansi pemungut pajak yang sclanjutnya disebut instansi pelaksana pemungutan, adalah
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang melaksanakan pemungutan pajak
daerah;

BABII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pacal 2
i1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerch.

{2) Insentif sebagaimara dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada ;

a. Pejabat dan pegavrai Instansi Pelaksane Pemunpgut Pajak Dasrah dengan tanggung jawah
masing-masing;

b, kepala daerah dan wakil kepala dozrah sebagai penanggung jawab pengelolann keuangan
daerah;

c. Sekretariz daperah selaku koordinator pengelolaan kevangan daerah.

Pasal 3

(1) Dalam rangka melaksanakan kepiatan pemungutan Pajak Dasrah diberikan Insentif
pemungutan Pajak Daerah,

(2) Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagmimana dimaksed pada ayat (1) ditetapkan sebesar
5 % (lima persen}.
(3} Pemberian Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dihitung

berdasarkan realisasi penerimaan tiap jenis Pajak yang telsh disetor ke Kas Daersh
kabupaten Bekaz |

Pasal 4

(1) Pemberian Inczntif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudlan untuk meningkatkan ;
4. kinesja instansi;
b. semangat kerja bagi pejabat atau prgawai instansi:
¢. pendapatan dacrah; dan
d. pelayanan kepada masvarakat.

{2} Pembenian insentif didasarkan atas kinerja pemungutan pajak dacrah  berdusarkan
pencapaian target penerimaan pajak daerah per twulan.

(3) Target Penerimaan Pajak Daerah per Triwulan sebagaimana cimaksud dalam aya (2)
sebagaimana tercantum dalam lampiran Perararan Bupati ini.




BAR IIT
PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN
INSENTIF PEMUNGUTAN

Bapian Kesatn
Penganggaran Insentif Pemungutan
Pasal 5

(1) Kepala Instansi Pemungutan Pajak Daerah menyusun pengangparan insentil’ berdasarkan
ketentuan sebagaimana dinaksud dalass Pasal 2 ayat (2)
i2) Penganggeran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan ke dalam belanja
tidak langsung yang diuraiken berdasarkan jenis belanjn pepawsi, objek belanja biaya
pemungutan Pajak Daerah.
Bagian Kedua
Pembayaran Insentif Pemungutan

Pasal &

([} Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibayarkan setiap Triwundan pada awal Triwualan
berikutnya, apabila telah mencapas target kinerja Triwulan vang ditetapkan oleh Bupati,

{23 Apabils target kinerja Triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk Triwulan fersebut
dibayarkan pada awal Triwulan berikutnya, setelah mencapai tarpet kinenja Triwulan yang
ditentukan.

(3} Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak
membatalkan insentif yang sudah dibayerkan untuk triwulan sebelumnya.

(4) Apabila target pencrimaan Pajak pada akhir tahun snggaran telah tercapai atau teriampaui,
pemberian insentif dilakukan pada tshun anggaran berikutnya yang pelaksanannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3} Dalam hal target penerimaan pada akhir triwulan 1V realisasi kurang dari 100 % tetapi telah

mencapal atau melebihi target triwulan 111, maka insentif diberikan untuk triwulan 111 dan
triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Insentif Pemungutan

Pasal 7
Peranggungjawaban Pemberian Insentil pemungutan Pajak Doerah ¢ilaksanakan sesuai denpan
keteniuan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan kewagan daerah,



BADB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2010 dibayarkan terhitung mulai bulan Janvari 20106
vang dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} Tahun Anggaran

2010 berpedoman pada ketcntuan Peraturan Bupati ini.
BABYV
KRETENTUAN PENUTLT
Pasal &
Peraturan Bupiat] ini berlake pada tanpgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denpan
perempataniya dalam Berita Dacrah Kabupaten Belasi,

ditetapkan di : Cikaranp Pusat
padatanggal : 13 Desember 2010
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